
BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Otonomi Desa 
 

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang 

berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa 

atau village diartikan sebagai “a groups of hauses or shops in a country area, 

smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul 

dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah 

Kabupaten. 

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi 

Desa” menyatakan bahwa: 

“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan 
pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, 
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat” 
(Widjaja, 2003: 3). 

 
Sedangkan menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : 

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).  

 
Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU nomor 32 tahun 2004 di 

atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan Self Community yaitu komunitas 

yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki 

kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai 
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dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki 

otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang 

terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang 

kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. 

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni: 

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak 

asal-usul desa 

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan 

pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan 

masyarakat. 

c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan 

diserahkan kepada desa. 

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan 

penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan 

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan 

dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat 

akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk 

pembentukan desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 

kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan 

pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan 
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atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana 

perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, 

faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan 

bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan 

masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat 

Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi 

asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. 

Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki 

oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan 

asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik 

hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta 

dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Dengan dimulai dikeluarkannya 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “Development 

Community” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan 

daerah tetapi sebaliknya sebagai “Independent Community” yaitu desa dan 

masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi 

kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, 

politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat 

meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik. 

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki 

oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang 

dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan 
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berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, 

yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem 

Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran 

yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi 

asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. 

Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha (1997:12) menjelaskan 

sebagai berikut : 

a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh 

pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan 

hati” pemerintah dapat semakin berkurang.  

b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala 

atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.  

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat 

untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan 

pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang 

pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. 

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada 

kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena 

itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan 

otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian 

yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, 

wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk 

memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Widjaja, 2003: 166). 

 
2.2 Alokasi Dana Desa 
 

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang 

diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD 

Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat 

dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% 

(sepuluh persen). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa 

yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi 

Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana 

dimaksud ayat (5) pasal 10 Peraturan Daerah ini meliputi: 

 

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) 

2. Alokasi Dana Desa (ADD) 

3. Penyisihan Pajak dan Retribusi Daerah 

4. Sumbangan Bantuan lainnya dari Kabupaten 

Dengan sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagikan kepada 277 

desa di 23 kecamatan Kabupaten Langkat. Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) 

dapat dilihat berdasarkan Variabel Independen utama dan Variabel Independen 

tambahan dengan rincian sebagai berikut: 

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama 

untuk di setiap  Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) 

minimal. Alokasi Dana Desa (ADD) Variabel Independen utama sebesar 70% 

dan Variabel Independen Tambahan 30%. 

2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi 

secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang 

dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) 

Proporsional (ADDP), Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel 

Proporsional Tambahan sebesar 40%. 

Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk 

menentukan nilai bobot desa. Variabel Utama ditujukan untuk mengurangi 

kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa 

secara bertahap dan mengatasi kemiskinan strukturan masyarakat di desa.  

Variabel Independen Utama meliputi sebagai berikut: 

1. Indikator kemiskinan 

2. Indikator Pendidikan Dasar 
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3. Indikator Kesehatan 

4. Indikator Keterjangkauan Desa 

Variabel Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan oleh 

masing-masing daerah yang meliputi sebagai berikut: 

1. Indikator Jumlah Penduduk 

2. Indikator Luas Wilayah 

3. Indikator Potensi Ekonomi (PBB) 

4. Indikator Jumlah Unit Komunitas (Dusun) 

 
2.2.1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
 

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena 

itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi 

Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:  

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, 

dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk 

masyarakat. 

2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, 

teknis dan hukum. 

3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, 

terarah dan terkendali. 

4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sengat 

terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan 

Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang 

dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa. 
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5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme 

yang berlaku. 

 
2.3 Pembangunan Desa 
 
2.3.1 Pembangunan Masyarakat Desa 
 

Esensi dari demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal dari 

dan untuk rakyat. Tidak ada alasan untuk meyakini bahwa esensi utama dari 

pemerintahan yang demokratis akan berubah dalam beberapa waktu mendatang. 

Di Indonesia mekanisme perencanaan pembangunan baik yang berlaku dipusat 

maupun didaerah diatur melalui peraturan menteri dalam negri no : 9 tahun 1982 

tentang P5D atau (Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian 

Pembangunan Daerah), namun dengan beralihnya sistem pemerintahan dari 

sentralisasi ke desentralisasi serta tuntutan reformasi yang berkembang, regulasi 

tersebut dirasa kurang layak lagi untuk diterapkan. Pembangunan merupakan 

proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang 

lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk memperbaiki keberdayaan 

masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, makna dari konsep hendaknya 

lebih diperluas menjadi peningkatan keberdayaan serta penyertaan partisipasi 

masyarakat dalam proses pembangunan. 

Oleh karenanya bahwa dalam pelaksanaannya harus dilakukan strategi 

yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai 

subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber 

daya, dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf 

kehidupannya. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih 
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diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan 

menegakkan citra pemerintah daerah dalam pembangunan. 

Menurut Surjadi (1995:1) Pembangunan Masyarakat Desa adalah sebagai 

suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desa pada awalnya 

mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan 

mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. Pembangunan 

Masyarakat Desa mempunyai ruang lingkup dan tujuan meningkatkan taraf hidup 

masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah dalam strata 

pemerintahan yang disebut sebagai pemerintahan terbawah atau desa yaitu 

pemerintahan di tingkat ‘grass roots’ peningkatan taraf hidup yang berupa lebih 

banyak pengenalan atas benda-benda fisik yang bernilai ekonomis, mungkin dapat 

saja diberi penilaian secara standar dan kemudian dijadikan ukuran. Pembangunan 

Masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan 

pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan 

lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang 

dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia 

(kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi pencapaian 

objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan oleh 

mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai Sistem Pembangunan Desa. 

Menurut Maskun Sumitro (1994:49) Kebijaksanaan Pembangunan Wilayah 

Pedesaan dirumuskan secara umum dan merata dan menjadi pedoman setiap 

langkah Pembangunan Sektoral di Bidang Pedesaan. 
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2.3.2 Keswadayaan Masyarakat Desa 
 

Keswadayaan bisa dipahami sebagai ”semangat” yakni upaya yang 

didasarkan pada kepercayaan kemampuan diri dan berdasarkan pada sumber daya 

yang dimiliki. Keswadayaan juga berarti semangat untuk membebaskan diri dari 

ketergantungan pada pihak luar atau kekuatan dari atas (Raharjo, 1992). 

Penanganan masalah kemiskinan selama ini didasarkan pada asumsi bahwa 

kemiskinan merupakan fenomena rendahnya kesejahteraan dan kurangnya 

penguasaan terhadap sumber daya. Padahal sebenarnya fenomena kemiskinan 

sangat kompleks dan bersifat multidimensional.  
 

Masalah kemiskinan ditandai oleh banyak faktor misalnya kerentanan, 

ketidakberdayaan, tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, kondisi fisik 

yang lemah akibat kurangnya gizi, tingginya tingkat ketergantungan mereka dan 

terefleksikannya dalam budaya kemiskinan yang digariskan satu generasi ke 

generasi berikutnya (Tjokrowinoto: 1993). Kondisi kemiskinan di atas terjadi 

bukan karena dikehendaki oleh simiskin, melainkan karena tidak bisa dihindari 

dengan kekuatan yang ada padanya. Orang miskin adalah orang yang serba 

kurang mampu dan terbelit dalam lingkaran ketidakberdayaan (Bappenas-

Depdagri, 1993). 

Upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya di pedesaan erat kaitannya 

dengan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa. Partisipasi masyarakat ini 

dimulai dari perumusan persoalan, perencanaan, pengelolaan, pengendalian 

kegiatan dan penilaian keberhasilan pembangunan. Dengan partisipasi ini 

diharapkan masyarakat pada akhirnya memiliki kemampuan membangun dirinya 

sendiri dan lingkungannya secara swadaya dan berkelanjutan.  
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Swadaya masyarakat merupakan semangat untuk membebaskan diri dari 

ketergantungan pada pihak luar atau kekuatan dari atas dengan memanfaatkan 

sumberdaya yang mereka miliki. Swadaya masyarakat juga dapat dipahami 

sebagai kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan fasilitas-fasililtas 

yang telah tersedia sebagai hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah 

(Raharjo, 1992). Tidak berkembangnya swadaya masyarakat mengakibatkan 

penduduk miskin tetap terperangkap dalam kemiskinan. Menurut Chambers 

(1983), kemiskinan itu sendiri bukanlah hal yang melekat pada diri orang miskin 

itu sendiri seperti ketidakberdayaan, kerawanan, kelemahan fisik, isolasi dan 

kemiskinan itu sendiri, dan dapat pula merupakan sesuatu yang bersifat eksternal 

seperti kebijaksanaan pembangunan yang lebih mendukung perkembangan 

lapisan masyarakat ekonomi kuat ketimbang lapisan masyarakat lemah. Menurut 

Soetrisno (1991) dominannya kepala desa dalam perencanaan program-program 

pembangunan desa, telah mengabaikan aspirasi dan partisipasi masyarakat desa 

menyebabkan matinya kemandirian politik pembangunan.  

2.3.3 Perencanaan Pembangunan Berbasis Sosial Budaya Lokal 
 

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik. 

Secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial 

berdasarkan perbedaan perbedaan suku bangsa, perbedaan perbedaan agama, adat 

serta perbedaan perbedaan kedaerahan (bersifat majemuk). Secara vertikal, 

struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan perbedaan vertikal 

antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Perencanaan 

pembangunan melalui pendekatan sosial budaya ini diarahkan untuk 

meningkatkan peranan dan pengembangan Lembaga Adat dan Budaya Lokal guna 
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menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai budaya lokal dalam menunjang 

pemberdayaan masyarakat sehingga akan tumbuh kondisi sosial budaya yang 

sehat dan dinamis, yang pada akhirnya akan bermuara pada masyarakat madani 

dan mengembalikan citra budaya bangsa Indonesia. 

2.3.4 Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa 
 

Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang 

berlangsung didesa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan 

masyarakat. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia no : 72 tahun 

2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan 

pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai 

dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun 

perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. 

Prinsip Pembangunan Partisipatif sebagai berikut : 

1. Pemberdayaan 

2. Transparansi 

3. Akuntabilitas 

4. Berkelanjutan 

5. Partisipasi 

Tujuan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut: 

1. Mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan. 

2. Menjamin sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan Pembangunan Daerah. 

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, 

Pelaksanaan dan  Pengawasan. 

4. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat 
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5. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya Desa secara efisien, efektif, 

berkeadilan dan berkelanjutan. 

2.3.5 Pembangunan Desa yang Berkelanjutan 
 

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berkelanjutan 

dapat diartikan secara luas sebagai kegiatan-kegiatan di suatu wilayah untuk 

memenuhi kebutuhan pembangunan di masa sekarang tanpa membahayakan daya 

dukung sumberdaya bagi generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. 

Tantangan pembangunan berkelanjutan adalah menemukan cara untuk 

meningkatkan kesejahteraan sambil menggunakan sumberdaya alam secara 

bijaksana. Arus globalisasi yang semakin kuat perlu diimbangi dengan kesadaran 

bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu memecahkan masalah ketimpangan 

sumberdaya. Kebijakan pembangunan harus memberi perhatian untuk perlunya 

menata kembali landasan sistem pengelolaan aset-aset di wilayah pedesaan.  

Penataan kembali tersebut lebih berupa integrasi kepada pemanfaatan 

ganda, yaitu ekonomi dan lingkungan/ekosistem. Walaupun wawasan 

agroekosistem merupakan sesuatu pengelolaan yang kompleks dan rumit, akan 

tetapi keberhasilannya dapat dilihat dan dirumuskan dengan melihat indikator-

indikator antara lain: kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan lokal, 

kontribusi terhadap keberlanjutan penggunaan sumberdaya alam, kontribusi 

terhadap peningkatan lapangan kerja, kontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi 

makro, efektifitas biaya dan kontribusi terhadap kemandirian teknis. 

Ada empat aspek umum ciri-ciri spesifik terpenting mengenai konsep 

agroekosistem. Empat aspek umum tersebut adalah: 
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1. Kemerataan (equitability) 

2. Keberlanjutan (sustainability) 

3. Kestabilan (stability) dan 

4. Produktivitas (productivity). 

Secara sederhana, equitability merupakan penilaian tentang sejauh mana 

hasil suatu lingkungan sumberdaya didistribusikan diantara masyarakatnya. 

Sustainability dapat diberi pengertian sebagai kemampuan sistem sumberdaya 

mempertahankan produktivitasnya, walaupun menghadapi berbagai kendala. 

Stability merupakan ukuran tentang sejauh mana produktivitas sumberdaya bebas 

dari keragaman yang disebabkan oleh fluktuasi faktor lingkungan. Productivity 

adalah ukuran sumberdaya terhadap hasil fisik atau ekonominya. Pada masa yang 

akan datang, dalam konteks pembangunan pedesaan yang berkelanjutan, 

pengelolaan sumberdaya di desa haruslah dilaksanakan dalam satu pola yang 

menjamin kelestarian lingkungan hidup, menjaga keseimbangan biologis, 

memelihara kelestarian dan bahkan memperbaiki kualitas sumberdaya alam 

sehingga dapat terus diberdayakan, serta menerapkan model pemanfaatan 

sumberdaya yang efisien. 

Pemerintah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa merupakan wujud 

nyata pemenuhan Hak Desa dalam membiayai Program Pemerintahan Desa dalam 

melaksanakan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di desa. 

Alokasi Dana Desa tersebut digunakan dalam Pembangunan fisik atau non fisik 

dengan tujuan Perkembangan Desa. Indikator dalam hal ini meliputi tingkat 

pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat pendapatan. 
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